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PENGANGKUTAN / PENJUALAN BAHA,N GAI-IAN GOLONGAN

UNTIJK KEPERLUAN ANTAR PUI.AU DAI{ EKSPOR

DENGAI{ RAHMAT TUHAN YANG MAI.{A ESA
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Menimbang '. a.

Mengingat 1

BUPATI BINTAN

bahwa dalam rangka intensifikasi F"endapatan Asli

Daerah khususnya Pajak Bahan Galian Golongan C

diperlukan kebijakan pengawasan terhadap

pengangkutan / penjualan bahan galian 1;olongan C

untuk keperluan antar pulau dan ekspor.

bahr,va untuk melaksanakan lruruf a diatas periu

menetapkan Peraturan Bupati tentang

pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C

untuk keperluan antar pulau dan ekspol".

Undang-undang frlomor 12 Tahun 195{5 tentang;

Pembentukan Daerah Otonorn Kabupatr,ln Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumater"a Tengah

(Lembar Negara Republik in<ionesia Irhun 1956

Nomor 25);

Undang - undang Nomor 11 Tahun l9{i7 tei"rtang

Ketentuan Pokok-Pokok Feftanbangan (Lenrbar

Negara Republik lndonesia Tahun "1967 Nomor 22)',

Undang * Undang Nomor 6 Tahun '1983 tentang



4 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1 t92 tentang

Pelayaran;

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Undang * undang Nomcr 18 Tahun

1997 Tentang Fajak Daerah dan Retrrbusi Daerah

(Lembar Negara Republik lndonesia !Jotnor 4048,

Tambahan Lembaran Negara Repubiix lndonesia

Tahun 2000 Nomor 2a6i;

Unclang * undanE Nomor 25 Tahun 2Cn2 tentarrg

Fembentukan Propinsi Kepulauan Riai: (Lembar

Negara Repurblik lndonesia Tahun 2002 Nonror 111

Tambahan Lembaran Negara Reprrbtik lndonesra

lrlonror 4237)',

Undang- undang Nomclr 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang undangan

(Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan l-embarart Negara Republik

lndcnesra Tahiin 2000 Nomor 43BQ);

Peraiuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994

teniang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang

Perpajakan;

Undang - undang Nornor 32 Tehun 2AA4 tentang

PemerintahanDaerah (l-enrbarNegaraRepublik

irr<lonesia tahun 2004 Nomr:r 125, 'Tambahan

[-embaran Negana Republik lndonesla Nomor

4437)',

Feraturan Pemerintah Nomor 25 fahun 2000

ientang !(ewenang;an Pemerirltah dan Kerwenangan

Pr<lpinsi Sebagai Daerah ()tonom (Lembaran

Negara Republik lrtdonesia trtttun 200C ildornor 54,

Tambahan Lembaran Negara Repubiil'r lndonesia

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintal,r Nomor 65 -'-&htLlfl 
2OCr1

tentang Pajak Daerah (Lernbaran [\egara Republik

lndonesia tahun 2001 Nomor 118, -lambahan

Lembaran Negara Repubiik lndoneisia Nomor

a138);
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Keputusan Menteri Keuangarr Nomor

545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2C00 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perpaj:lkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Blntan Nomor 2

Tahun 2000 tentang Fertambangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10

Tahun 2003 tentang Fajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C,

Menetapkan

MEMUTUSKAI$ :

PFRATLJRAN BL'PATI BINTAN Th:NTANG

PENGATIGKUTAN / PENJUAI-AN tsAHAN GAI-IAN

GOLONGAN C UNTUK KEPHRLN"JI\N ANTAR

PULAU DAN EKSPOR

BAB I

KETENTUAN UNNUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupirten Bint;l );

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupat,tn Bintan

yang selanjutnya disingkat BPKKD;

5. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang

undangan yang berlaku;

6 Stock File adalah jumlah persediaan hasil prociuksi bahan galian

golongan C yang ciimiliki oleh masing masing pel"l sahaan
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7. Pengangkutan adaiah segala usaha pemindahan bahan gali:rn dari

hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dat rvilayah

pertambangan;

8. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian drrn hasil

pengolahan atau pemurnian bahan galian;

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adaleh iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah

tanpa irnbalan langsung yang seimbang, yarrg dapat dipaksakan

berdasarkan Peraturan Ferundang * undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan pembangunan daerah;

10.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah Surat yang digunakan

oieh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau

pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta

kewajiban, menurut Peraturan Perundang - undangan perpajakan

daerah selanjutnya disingkat SPTPD;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah ilurat Keteiapar"r Pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak se{anjutnya disingkat

SKPD;

12. Surat Setoran Pajak Daerah adalah surat yang digunakan c leh wajib

pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terhutang ke kas daer"ah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah selanjutnya disingkat SSPD;

13. Surat Tanda Daftar Kapal adalah regir;trasi kapa pengangkut bahan

galian golongan c y.rng diterbitkan cleh Pemerintal- Fiabupaten

Bintan selanjutnya disingkat STDK;

14, Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaqarawan tjenerima

pada BPKKD selanjutnya disingkat BKP;

15. Kantor Administrasi Pelabuhan adalah unit pelaksarra teknis

dilingkungan Departemen Perhubungan pada pelabuharl yang

dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan di wilayah kabupalen tsintan

yang selanjutnya drsebut ADPEL;

16. Kantor Peiabuhan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan

Departemen Perhubungan pada pelabuhan yang dikelola oleh

Pemerintah diwilayah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut

KANPEL;



17.Kantor Pelayanan Bea dan Cukai aciaiah lnstansi pelaksana tugas

pokok dan fungsi departemen keuangan dibiCang kepabeanan dan

cukai di wilayah kabupaten Bintan;

18. Pajak Ekspor adalah Pajak yang dipun_qut E,tels

ekspor;

1 L Verifikasi adaiah kegiatan pemeriksaan palak

membandingkan data / laporan Wajib Pajak dengan

barang-barang

den5yan cara

data r laporan

U

pihak ketiga;

20. Pemberitahuan Ekspor Barang adalah doklrmen kepabeanan yang

dibuat oleh orang / badan dalann rangka 
'-nelaksanakan 

kegiatarr

mengeluarkan barang dari daerah pabean yanE s*ianjutnya

disingkat dengan PEB;

21, Manifest adalah daftar muatan yang mencantumkan jenis dan

volume barang, pengirim dan penerima barang yang dibuat oleh

pengangkut / perusahaan pelayaran;

BAB II

PEMBERITAHUAN, PENETAPAN, DAN PEMBAYARA${ PA JAK

TERHUTANG

Pasal 2

(1) Sebelum rnelakukan pengangkutan / penjualan, Wajib Pajak terlebih

dahulu wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepad,r tsPKKD

dengan mencantumkan volume muatan, hari dan tanggal

keberangkatan serta nama alat angkr-rt / kapai yarrg digunai..an;

(2) Berdasarkan Sp"lPD yang telah diisi dan disarnpaikan oleir Wajib

Pajak diterbitkan SKPD dengan ketetapan besarn',n6 Pajak

Terhutang sesuai volume rnuatan kapal yanE tercantum pa ja STDK;

(3) Setiap SKPD yang diterbitkan oleh BPKKn mericantum{an hari,

tanggal keberangkatan dan nama aiat / kapal yang digunal<ar;

(4) Berdasarkan SKPD yang diterbitkan, Wajib Pajak terlebil dahulu

rnenyetorkan pajak terhi;tang sebesar ketetapan pada SKPD melalui

BKP pada BPKKD atau Bank Riau dan atau Transfer antar bank ke

Bank Riau dengan mencantumkan hari / tanggal dan nama alat

angkut I kapal yang digLrnakan pada kolom berita;

(5) Eerdasarkan penyetoran pajak terhutang diterbitkan SSPD bagi

Wajib Pajak yanE menyetor melalui BKP pada BPKKD atau bukti

setor / iransfer baoi Waiib Paiak vanq menvetor melalui Bank;



v

BAB III

TATA CARA PHNGANGKUTAN T PFT{..!UI\I-AN

Pasal 3

(1) Pengangkutan i penjualan bahan Galian Gclongan C unttlk

keperluan antar pulau dan ekspor mellggurlakan cara Petrlcayaran

Tunai;

(2) Setiap pengangkutan / penjualan sebagaimana tett;ehut paC I ayat 1

wajib menggunakan alat angkut / kapal yang telah memiiiki STDK

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;

(3) Copy / salinan SKPD, Bukti Setor / transfer Bank dan nranifest

merupakan keiengkapan dokumen untuk pengajuan PFB selain

syarat-syarat forrnalitas kepabeanan ;

(4) Copy / salinan SKPD, Bukti setor i transfer Bank, manifest / pEB

merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengeluaran

surat izin beriayar yang diterbitkan oleh ADPEL i KANPF-L untuk

keperiuan pengangkutan / penjuaian antar pulau dan ekspa,^;

(5) Untuk penundaan i percepatan hari keberangkatan yang

menyebabkan berbedanya data hari, tanggal keberangkal*ra r pada

SPTPD, SKPD, SSPD / Bukti setor i transfer Bank, SSTPEB /

manifest ADPEL / KANPEL membuat berita acara sebegaimana

format pada lampiran lll peraturan ini;

(6) Untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau yarr; bersifat

isedentii / tidak secara terus menerus dengan penggun{lrln kapal

yang tidak memiiiki STDK terlebih dahulu harus mendapatkan

rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi l'i.abupaten

Bintan dan ADPEI- / KANPEL;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pengawasan terhadap pengangkutan / penjualan bahan galian

golongan C antar pulau dan ekspor pada setiap keberangkatan /

pelayaran dilakukan ADPEL / KANPEL dan Bea Cukai (untuk

ekspor) dengan mempei'hatikan ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 3;
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BAB III

TATA CARA PENGANGKUTAN / PENJUALAN

Pasal 3

(1) Pengangkutan / penjualan bahan Galian G:longan c; untuk

keperluan antar pulau dan ekspor mellggunakan t;ara Petnlcayaran

Tunai;

(2) Setiap pengangkutan / penjualan sebagaimana tert;ebut pac r ayat 1

wajibmenggunakanalatangkut/kapalyangtelahmemiiikiSTDK

yangditerbitkanolehPemerintahKabupatenBintan;

(3) copy / salinan SKPD, Bukti setor / transfer Bank dan nranifest

merupakankelengkapandokumenuntukpengajuanPLBselairt

syarat-syarat forrnalitas kepabeanan ;

(a)Copy/salinan$KPD,BuktisetoritransferBank,manifest/pEB
merupakanpersyaratanyangwajibdipenuhiuntukpenEeluaran

surat izin beriayar yang diterbitkan oleh ADPEL" i KANPF-L uniuk

kepei.luan pengangkutan / penjualan antar pulau dan ekspol^,

(5)Untukpenundaanipercepatanharikeberangkatanyang
menyebabkan berbedanya data hari. tanggal keberangkert"a r pada

SPTPD, SKPD, SSPD / BUKti SCTOT i ITANSfCT BANK, SS'|PEB /

manifest ADPEL / KANPEL membuat berita acara sebi'gaimana

format pada lampiran lll peraturan ini;

(6) Untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau yar;; bersifat

isedentil / tidak secara terus menerus dengan pengEunilr:n kapal

yang tidak memiliki sTDK terlebih dahuiu harus merdapatl<an

rekomendasi dari Dinas pertambangan dan Energi I'i.abupaten

Bintan dan ADPEI- / KANPEL;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pengawasan terhadap pengangkutan / penjualan bahan galian

golonganCantarpulaudaneksporpadasetiapkeberangkatan/

pelayarandilakukanADPHL/KANPELdanBeaCukai(untuk

ekspor)denganmernperhatikanketentuansebagaimanayang

dimaksud dalann Pasal 3;



(2) Pengawasan terhadap administrasi dan pelaporan pajak dilakukan

oleh BPKKD melalui verifikasi terhadap laporan pengangkutan /

penjualan;

(3) Pengawasan terhadap jumlah Stock File bahan galian gcrlcrngan C

masing-masing perusilhaan dilakukan oleh Dirras PentrrnrhanEan

dan Energi Kabupaten Bintan;

tsAB V

PELAPORAN

Pasal 5

(1) Wajib Pajak Wajib n'ienyampaikan laporan pengangkuta,r / penjualan

untuk keperluan antar pulau dan ekspor secara berkaia setiap bulan

sebagaimana forrnat 1 (satu) dan 2 (dua) pada larnpir^an I peraturan

ini dengan melampirkan foto copy SPTPD, SKPD, SSPD,d;ln PEB /

Manifest dan Berita Acara Perubahan perubahan tanggal

kebe:"angkatan cengangkutan / penjualan bahan galian golo rgan C

j'{a le:'jac pe'-i:ahan tanggai keoerangxaian:

i2; Pelaporan sebaqairnana ayal 1(satui selambat -lambatnya diterima

pada BPKKD tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Pasal 6

(1) Untuk keperluan pengawasan ADPHL / KANPEL dnrn Dinas

Perlambangan dan Energi menyampaikan data Lrulanan

sebagaimana format 1 (satu) dan 2 (dua) pada lampiran ll peraturan

ini;

(2) Pelaporan sebagainrana pada ayat 1 (satu) selambat *larbatnya

diterima pada BPKKD tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutrrya

AB IV

SANKSI

Fasal 7

(1)ADPEL i KANPEL dapat menunda atau membatalkan pengangkutan

/ keberangkatan kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana



(2) ADPEL / KANPEL dapat menunda atau membatalkan pengangkutan

bahan galian golongan C setelah mendapat rekomendasi BPKKD

menyangkut tunggakan Pajak,

(3) BPKKD dapat menghentikan pelayanan kelengkapan administrasi

perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pengangkutan /

penjualan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 Peraturan ini;

BAB V

KETENTUAN PEI.IUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahltarr Peng;undangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bintan.

Ditetapkar 1i Kijang

Pada tangqtal,

BUPATI BINTAN

sE, MM

Diundangkan di Kijang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

BERITA DAERAH

NOMOR 2E

ANSAR

A.

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006

SERI B ^t0\^01? 
L.
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PENGANGKU'IAN / PNN.II.JALAN I}AI-IAN (;ALIAN GOLONC;AN CI
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Padahirri irri .,....... taltggal ..., .. Kanli ttretterattgkan:

Telah lerladi perubahan tanggal keberangkatan kapal '.. Nornor S'IDK
'l-uluan .. Nornor SKPI) Nanra Perusaltaan

;,;;,;;; *i ,j;lii'J:il?i:^iil::$:[lli:: i,:l;ili!!!,"::,'i,,,?,,!;,""r7'0"',,i,'i"::,i,
ckspor '' )

Z. Keterat,gkatap ter:,ebut cli nruiukun tlitmclurkun *) rrrerl.ladi hari . ' 'l'arrggal

Denlil:iirn Berita Acara
sebagainrana inestinyer.

ini ,JibLrat dalant rartgkap .. [Jnttrk ilipergunitkan

.., ..'. lcrrtggul *)

NN MN.IN I]N-I'AN PIMPINAN
INS-fN NSI

Kelerattqan :

*) Coret yarrg ticlak pe rlu / cliisi

I}I II)N 'I I]IN'I'N N
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